
BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR,{6 TAHUN 2017

TENTANG

PET -AIGAI{A{I{ TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang

Mengingat

a bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efesien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;

bahwa dalam rangka melaksanaan hal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi
Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahal
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun
2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus
secara bertahap dilakukan melalui non tunai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non
Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
l,abuhanbatu Utara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Nega-ra yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang
Keuangan Negara

Nomor 17 Tahun 2003 tentang
(l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara

b

c

1

2

4

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

i.rdo.r".l^ Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pemberitukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi

S"*"t.." Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...
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Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4869);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah _ (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamblahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5g7) sebagaimanatelah diy_bah beberapa kali terakhir denga, 

-Una"ng_

Undang Nomor 9 Tahun 20lS tentang peru-bahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtf
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambaha.n Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineg'a Instansi pemerintah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
I*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
l.aporan Pertanggunglawaban Bendahara serta.
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor l9O /PMK.OS l2O12
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Ia.buhanbatu Utara Nomor
4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
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t abuhanbatu...



14.

Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahankmbaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomors9);

l":11".""ji:rah Kabupaten ta.buhanbatu Utara Nomor
:_1"""1 zUI6 tentang pembentukan perangkat DaerahKabupaten l,abuhanbatu Utara (Lembaran DaerahKabupaten Labuhanbatu Utara Tahun ZO1O 

-fVo*o. 
S,Tambahan Lembaran Daerah fabupaten fabuf,rrbatr.,

Utara Nomor 89);

3-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menetapkan

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan SKpD sebagai

unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten l,abuhanbatu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah Kabupaten l,abuhanbatu Utara.

5. Badan Pengelola Pendapatan yang selanjutnya disingkat
BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melalsanakan sebagian tugas BUD.

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan €urggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.

10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang
seianjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

12. Pejabat...

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI
NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA.
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l2.Pejabat pelaksana 

]9knis Kegiatan yang selanjutnyadisingkat ppTK adalah 
. rgjaiJ- na'af'. SK"D yangmelaksanakan satu atau UiUlrapa f"gi"t"" dari suatu

. ^ 
p.og."T se-suai dengan bidang tugas.ryalrr. I ransaksl Non Tunai 

-adalah pemindahan sejumlah nilaiuang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakaninstrument berupa alat plmb.ayarar, -.'"g;u"akan kartu,
,, ::!lilr., giro, uang eleltronik ata, 

"".1..,8,y".r.+. Hendahara penerimaan 
. 
adalah pejabat fungsional yangditunjuk untuk menefma, menyl*par1 menyetorkan,menatausahakan dan lnempertanggungiawabkan uangPendapatan Asli Daerah dalam rangE peiJsanaan eeeDpada SKPD.

15. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk -."..i*", menyimpan,menyetorkan, rlenatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan Asli Daerah

, 9"1* rangka pelaksanaan apBD pada SKeo.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yalgditunjuk menerima, menyimpan, mimbaya.kan]

menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uanguntuk keperluan Belanja Daerah dalam rangki
pelaksanaan APBD pada SKpD.

17. Bendahara Pengeluaran pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan Belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKpD.

18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran
Daerah.

19. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah yang
dikelolanya.

20. Kas Bendahara Penerimaan Pembantu adalah tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
dan digunakan untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah yang dikelolanya.

21.I(as Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah yang
dikelolanya.

22. Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran
Daerah yang dikelolanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN
Bagran Kesatu

Asas

Pasal 2...



-5-
Pasal 2

(1) Sistem Pembayaran Non T\rnai dalam betanja ApBD ini
dilaksanakan berdasar asas:
a. efisiensi;
b. keamanan; dan
c. manfaat.

(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a adalah Sistem Pembayaran Non Ttrnai dalam belanja
APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa
menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah Sistem Pembayaran Non Tunai dalam
belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan
kepada semua pihak yang berkepentingan dalam
pembayaran belanja APBD.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c adalah System Pembayaran Non T\-rnai dalam belanja
APBD harus memberikan malfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan Daerah dan semua pihak yang
berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Bagian Kedua
'Itjuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

mi*uiuatat pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah'

""p"t, "-".,' 
efesiin, transparan dan . akuntanbel serta

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi'

Bagian Ketiga
Ruang LingkuP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini' meliputi pelaksanaan

;;;'.fit.n runai terhadap seluruh transaksi Penerimaan

;;;;; transaksi Pengeluaran -Daerah 
di Lingkungan

F"*..i"t t Kabupaten l'abuhanbatu Utara'

BAB III
JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis PembaYaran

Pasal 5

{1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui Sistem

' Pemb-aviran Non T\rnai'

(2) PembaYaran sebagaimana
meliPuti:

dimaksud Pada ayat (1)

a. Belanja...
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iu,x,:'iH*Hi:""*
2. Belanja Burrs", '
3. Belanja SuUsiai,
4. Belanja Hibah:

!. lefanja Bantuar Sosial;

i !{xl: E:$ ff:ii flil"il"r.Hy#Hr,ng:*,8. Belanja Bantuan Keuangan dari

^ 
Provinsi/Kabupaten/KoL;

y. uantuan Keuansan kepada pemerintahan Desa;10. Belanja gantua; Keuangan kepada earrili Fofi,it;
I l. Belanja Tidal< Terduga.
Belanja Langsungb

Belanja pegawai;
Belanja Barang/ Jasa: dan
Belanja Modal.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalahtermasuk pemotongan pajak sesuai'ae.rg# perundang_
undangan yang berlaku.

Bagraa Kedua
Pengecualian

1

2
3

Pasal 6

(1) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran
Pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai
untuk keperluan belanja barang dan jasa per hari per
SKPD dengan nilai sebesar Rp. 2O.OO0.OOO,OO laua pr.rtiufr
juta rupiah).

(2) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran
Pembantu harus membuat dan menyimpan buldi
pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

BAB tV
PENDAPATAN

Pasal 7

(1) Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara bertahap
melalui proses penerimaan secara Non Tunai.

(2) Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan secara Non
Tunai adalah Pajak Penerangan Jalan, Paja-k Air Bawah
Tanah, serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).

(3) BPPD selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah
melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan serta
membantu pengawasan atas proses Pendapatan secara
Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.

BAB\I...



(1) Pembinaan penerapan peraturan Bupati ini dilakukanoleh Tim yang diketahui oleh Sekretaris Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(Z) feglin1an sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi
fasilitasi pemenuhan sararra dan prasarana pendukrrng
penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan
/atau nota kesepahaman dengan Bank persepsi serta
pengarahan penerapan peraturan Bupati ini.
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BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan
Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukal secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

(3) Pertanggunglawaban atas belanja dan pendapatan baik
tunai maupun Non Tunai mengikuti peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 1O

(1) Bendahara Pengeluaran,
Pembantu yang melanggar
dimaksud dalam Pasal 5
administratif.

Bendahara Pengeluran
ketentuan sebagaimana

ayat (i) dikenai sanksi

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan dilaksanakan secara

bertahap.

BAB Ix
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12...
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal ,7 Desember 2017

BUPATI UHANBATU UTARA,

DIN AH

Di di Aek Kanopan
D Dexmber 2Ol7

RAH KABUPATEN LABUHANBATU U

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 967

Salinan sesuai dengan aslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM,

-


